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BAB V1 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji t menunjukan bahwa variabel kinerja keuangan (X1) 

dan lingkungan politik (X2) secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi laporan 

keuangan pemerintah daerah (Y), karena variabel kinerja keuangan nilai 

tingkat signifikan (0,00 < 0,05)  dan Thitung (4,108) > Ttabel (1,670). 

Sedangkan variabel lingkungan politik nilai tingkat signifikan (0,00 < 

0,05)  dan Thitung (3,756) > Ttabel (1,670).  

2. Berdasarkan uji F menunjukan bahwa variabel independen (kinerja 

keuangan (X1) dan lingkungan politik (X2)) secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan 

informasi keuangan pemerintah daerah (Y), karena nilai sig. (0,000) ≤ α 

(0,05) dan Fhitung (24,903) > F tabel (1,670).  

3. Berdasarkan koefisien determinasi (R²) menunjukan bahwa variabel 

kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah (Y) 

dapat dijelaskan oleh kinerja keuangan (X1) dan lingkungan politik 

(X2) sebesar 43,4%, sedangkan sisanya 56,6% dijelaskan oleh faktor-

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang 

dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Lembata, berkaitan dengan kinerja 

keuangan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan 

pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah maka 

disarankan agar dalam mengerjakan program-program yang telah 

sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada agar tercapai 

tujuannya dan kemudian dapat diungkapkan informasi keuangannya 

sesuai dengan realita yang ada dengan didukung oleh bukti-bukti yang 

memadai. Peneliti juga menyarankan agar pengelola keuangan 

melakukan konsultasi keuangan secara rutin dengan Inspektorat 

selaku audit interen pemerintah daerah agar dapat meminimalisir 

kesalahan dan kecurangan dalam hal pengungkapan informasi 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Lembata, berkaitan dengan 

lingkungan politik memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan 

pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah maka 

disarankan pemda Kabupaten Lembata dapat mempertegas kembali 

aturan mengenai pengelolaan keuangan sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya peraktek KKN yang sangat berpengaruh besar terhadap 

pengungkapan informasi keuangan. Yang kedua, peneliti juga 



 

 

98 
 
 

menyarankan agar perlu ditingkatkan kapasitas APIP (Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah). 

3. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya peneliti menambahkan atau 

mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain, karena dalam 

penelitian ini hanya mengambil variabel kinerja keuangan dan 

lingkungan politik sebagai variabel independen. Diduga terdapat 

variabel-variabel lain yang dapat dihipotesiskan sebagai variabel 

independen maupun ditambah variabel moderisasi yang dapat 

mempegaruhi kepatuhan pengungkapan informasi keuangan. 
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